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Sekapur Sirih

“pPajak itu layaknya tulang punggung
di tubuh manusia. Kalau Republik

ini ingin bergerak, berdiri tegak,
dihormati rakyatnya, dan disegani
maka harus ditopang dengan tulang
punggung yang kuat.”

ang saya sampaikan di atas adalah
Ykalimat yang sering diucapkan oleh

Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani
Indrawati, mengenai peran vital perpajakan.
Dalam konteks bernegara, peran perpajakan
sesuai konstitusi di negara kita, dapat
dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama,
pajak sebagai penopang utama APBN dan
alat Kebijakan Fiskal (Insentif). Peran kedua
adalah pajak sebagai penopang utama Good
Governance.

Sebagai penopang utama APBN dan alat
Kebijakan Fiskal, peran pajak bisa kita jabarkan
lagi, yang pertama adalah pajak sebagai fungsi
budgetair. Dalam jangka pendek, peran pajak
di sini sangat jelas bisa kita pahami. Karena
pajak sebagai pengisi kas negara, mengisi
APBN, dan kemudian dibelanjakan. Jadi di
sini pajak berperan untuk keperluan negara.
Bukan hanya untuk keperluan pemerintah.
Kalau kita bicara negara, berarti ada eksekutif,
ada legislatif, dan ada yudikatif. Dan pajak
berperan untuk ketiga-tiganya.

Yang kedua, dalam konteks penopang
APBN, pajak mempunyai peran sebagai
pendorong pembangunan melalui fungsi
distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Dalam fungsi

distribusi, pajak berperan meredistribusi dari
pihak-pihak yang mempunyai kemampuan
keuangan tinggi kepada pihak-pihak yang
mempunyai kemampuan minimal. Sebagai
fungsi alokasi, pemerintah melalui APBN
melakukan alokasi Dana Alokasi Umum, Dana
Desa, Bantuas Sosial, Sumbangan Sembako,
BLT dan sebagainya.

Sedangkan fungsi stabilisasi, misalnya
adanya insentif perpajakan yang dibuat agar
ekonomi tetap stabil. Belum lama ini ada
insentif berupa PPnBM atas mobil Ditanggung
Pemerintah. Tujuannya agar industri otomotif
tetap tumbuh. Termasuk PPN Impor untuk
kegiatan industri hulu migas juga dibebaskan.
Juga ada insentif PPh Pasal 22 Impor, PPh
Pasal 23, dan beberapa insentif lainnya,
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Sekapur Sirih

merupakan fasilitas dari pemerintah lewat pajak
untuk mendorong stabilisasi ekonomi.

Masih dalam konteks pajak sebagai
penopang APBN, peran ketiga yakni pungutan
pajak sekaligus sebagai alat negara yang
berfungsi untuk mengelola dan mengontrol
perekomomian. Yang dipungut pajak adalah
transaksi ekonomi. Kalau ingin memungut pajak
dengan benar dan adil, maka pemerintah harus
mampu mengawasi transaksi ekonomi secara
komprehensif.

Peran pajak tersebut di atas sangat sering
kita dengar dan sangat kita pahami. Peran pajak
selanjutnya yang sangat penting dan tidak kalah
dengan peran di atas adalah pajak berperan
sebagai penopang utama Good (Corporate)
Governance. Perantersebutditunjukkandengan
hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di balik
pelaksanaan pemungutan pajak sesungguhnya
merupakan cara negara untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas perusahaan atau
warga negara (Wajib Pajak). Adanya kewajiban
wajib pajak melaporkan SPT, membuat
laporan keuangan, membuat pembukuan atau
pencatatan, melaporkan semua penghasilan
dan beban-bebannya, memotong dan me-
mungut pajak, melaporkan harta dan utang,
merupakan bukti bahwa sesungguhnya pajak
tidak dapat dipisahkan dengan transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan pilar utama Good
Governance. Artinya pemungutan pajak yang
adil dan berkepastian hukum akan terwujud
jika semua Wajib Pajak berperilaku transparan
dan akuntabel atas seluruh aktivitas usaha dan
ekonominya.

Selanjutnya, masih dalam konteks penopang
Good Governance, pungutan pajak juga
sekaligus memiliki fungsi untuk mendorong
ketertiban transaksi keuangan dan transaksi
ekonomi, sehingga dapat mencegah malpraktik
transaksi ekonomi dan keuangan lainnya.

Dengan demikian, dibalik penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan pajak oleh Wajib
Pajak terkandung makna bahwa setiap Wajib
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Pajak harus transparan dan akuntabel dalam
mencatat dan membukukan transaksinya. Hal
ini secara otomatis akan membangun pelaku
usaha dan aktivitas ekonomi serta keuangan
menjadi Good Governance yang merupakan
cita-cita para pendiri bangsa melalui konstitusi.
Untuk itu, peran pajak sesungguhnya bukan
sekedar sebagai pengisi kas negara, namun
juga memiliki peran luhur yaitu mendorong dan
membangun Good Governance.

Sebagai penutup, perlu saya sampaikan
bahwa tanggal 30 Oktober ini, kita memperingati
Hari Oeang yang ke-75. Karena pada hariinitujuh
puluh lima tahun silam mulai beredar Oeang
Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat
pembayaran yang sah.

Sejatinya, uang kita itu bukanlah semata
sebagai alat pembayaran, tetapi juga memiliki
makna yang hakiki yakni berfungsi sebagai
lambang kemandirian ekonomi bangsa sama
halnya dengan Pajak.

Oleh karena itu, kemandirian ekonomi
suatu bangsa akan terwujud jika seluruh
masyarakatnya sadar, tertib dan patuh dalam
membayar pajak. Mari satukan hati, mencintai
uang Rupiah, membangun negeri dengan pajak,
menuju Good Governance.

Salam Sehat Semangat Produktif dan Bahagia
#Sadar dan tertib pajak

#Bayar pajaknya nikmati fasilitasnya

#Say no to freerider

M. Tunjung Nugroho

“Selamat Hari Oeang ke-75"




Voice Over
Narasi
Videographer

Editor

: Fajar Fadilah

: Tobagus Manshor Makmun
: Ahmad Dahlan
: Made Raditya Prayoga Samba

Markus apriandhie
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Editorial

TULANG PUNGGUNG ITU

BERNAMA PAJAK

ari catatan sebuah hasil
studi yang dilakukan
oleh Soemarsaid

Moertono, ada kutipan satu
ajaran, suatu piwulang, yang
ditulis awal abad ke-20. Ada
empat perkara, kata ajaran ini,
yang merupakan milik sebuah
kerajaan. Yang pertama
prajurit, yang kedua pendeta,

yang ketiga saudagar, dan
yang keempat petani.
ltu barangkali suatu

pengakuan akan kenyataan-
kenyataan sosial ekonomiyang
makin nyata bahwa kerajaan
harus hidup dari pajak dan bea
yang berasal dari saudagar
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Setiap hal yang dilakukan pemerintah harus

memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya

pertanggungjawaban, maka pengawasan akan lebih

mudah dilakukan.

dan petani. Apalagi di zaman
peradaban modern sekarang
ini, hampir tidak ada negara
yang benar-benar bebas dari
pungutan pajak.

Arab Saudiyang merupakan
negara kaya raya dari hasil
minyak bumi pun sudah
sejak lama memungut pajak
penghasilan  (PPh) badan.
Bahkan sejak 2018, akibat
turunnya harga minyak dunia,

negara yang memiliki bandara
terbesar dunia itu memungut
pajak pertambahan nilai
(PPN) dari warganya. Begitu
pun Uni Emirat Arab, setelah
sebelumnya memungut PPh
dari  perusahaan-perusahaan
minyak dan cukai atas rokok
dan alhohol, per 1 Januari 2018
mulai memungut PPN dari
penduduknya.



Editorial

Di Indonesia, pajak me-
nopang delapan puluh persen
lebin pendapatan negara.
Hal positifnya, ini membuat
rakyat lebih memiliki posisi
tawar untuk ikut mengendali-

kan jalannya pemerintahan.
Termasuk mengendali-
kan proses lahirnya regulasi

perpajakan itu sendiri. Contoh
nyata baru saja terjadi di depan
mata Kita.

Pada Kamis 7 Oktober 2021,

Dewan Perwakilan  Rakyat
(DPR) akhirnya menyepakati
pengesahan Rancangan

Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (HPP)
menjadi Undang-Undang.
Pengesahan ini sejatinya me-
rupakan hasil “kompromi”
antara pemerintah dengan
rakyat. Dari beberapa poin
usulan yang diajukan oleh
Pemerintah, sebagian disetujui
oleh DPR yang merupakan
perpanjangan tangan dari
rakyat, sebagian lainnya ditolak.

Kompromi antara DPR dan
Pemerintah menghasilkan be-
berapa hal yang menunjuk-
kan  keberpihakan kepada
masyarakat kecil. Yang
pertama dari sisi PPh, yakni
dilebarkannya lapisan peng-
hasilan kena pajak orang
pribadi yang dikenakan tarif
terendah (5%). Lapisanterendah
yang semula sampai dengan
Rp50.000.000, diperlebar
menjadi sampai dengan
Rp60.000.000. Perubahan
ini berdampak turunnya
PPh terutang atas orang

pribadi yang berpenghasilan
kena pajak dalam setahun
di atas Rp50.000.000 s.d.
Rp60.000.000.

Selain itu,
keberpihakan kepada

bukti
rakyat

kecil dalam UU HPP yakni
diberlakukannya batas
(threshold) peredaran bruto
tidak kena pajak  untuk
usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) sebesar
Rp500.000.000. Artinya,
UMKM dengan penghasilan
bruto dalam setahun di

bawah Rp500.000.000 tidak
dikenakan PPh. Aturan ini
sebelumnya tidak ada.

Yang kedua, dari sisi
PPN. Wujud keberpihakan
kepada rakyat Kkecil adalah
adanya pemberian fasilitas
pembebasan PPN atas
barang kebutuhan pokok, jasa
pendidikan, jasa kesehatan, jasa
keuangan, dan jasa pelayanan
sosial. Juga diperkenalkannya
skema PPN Final untuk sektor
tertentu yang dimaksudkan
untuk lebih memberikan
kemudahan bagi pengusaha
kena pajak (PKP) tertentu
serta penyesuaian tarif secara
bertahap sampai dengan 2025.

Hal positif lainnya bagi
negara yang sebagian besar
dibiayai dari uang pajak adalah
pemerintah lebih punya
kewajiban moral untuk terbuka
dalam membelanjakan
uang hasil pajak. Langkah ini
sudah dilakukan Pemerintah
Indonesia sejak 2016 dengan
menerbitkan Laporan Belanja

Perpajakan (tax expenditure
report). Laporan ini menjadi
salah satu bentuk transparansi
di bidang perpajakan. Selain
itu, dengan adanya laporan
ini maka efektifitas kebijakan
perpajakan dapat diukur dan
dilakukan evaluasi.

Transparansi dan akun-
tabilitas merupakan dua
karakteristik dalam tata kelola
pemerintahan yang baik
(good  governance). Ibarat

sebuah bangunan, keduanya
adalah pondasi utama
dalam membangun good
governance. Transparansi di
sini bermakna bukan hanya
dalam kebebasan mengakses
informasi tersebut oleh
rakyat, tetapi juga bermakna
keputusan yang diambil
pemerintah mengikuti aturan
yang berlaku. Informasinya
harus tersedia secara cukup,
serta yang terpenting informasi
tersebut harus dapat dipahami.

Akuntabilitas juga merupa-
kan kunci utama dari good
governance. Ini adalah
perwujudan dari kewajiban
pemerintah menjalankan
pemerintahan sebaik-
baiknya. Setiap hal yang
dilakukan pemerintah harus
memberikan manfaat bagi
masyarakat. Dengan adanya
pertanggungjawaban, maka
pengawasan akan lebih mudah
dilakukan.

Pajak tak hanya menuntut
transparansi dan akuntabilitas
kepada penyelenggara negara,
tetapi juga kepada masyarakat.
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Editorial

Di balik berlakunya sistem
pemajakanselfassessment,ada
tuntutan dari negara kepada
wajib pajak untuk melaporkan
aktivitas keuangannya secara
transparan dan akuntabel,
sehingga pajaknya dapat
dihitung dengan benar.

Sistem perpajakan
kuat,

yang
idealnya, juga mampu
memonitor setiap aktivitas
ekonomi. Pada saat semua
aliran uang dan barang bisa
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terdata dengan baik, kita tak
perlu lagi mendengar cerita
tentang shadow economy,
pencucian uang, dan
semacamnya.

Pemerintah yang
transparan dan akuntabel akan
membuat tingkat kepercayaan
wajib pajak meningkat.
Kepercayaan wajib pajak yang
meningkat akan mendorong
mereka bersikap lebih terbuka.
Lagi-lagi tentang akuntabilitas

Photo Vendor

dan transparansi. Pada saat
wajib pajak telah terbuka,
celah untuk terjadinya fraud
akan mengecil. Maka, tidak
berlebihan  jika dikatakan
bahwa Tulang Punggung itu
Bernama Pajak.

Penulis: Ahmad Dahlan
Editor Tobagus Manshor
Makmun



Aksi KPP Migas

FOCUS GROUP DISCUSSION,
MENITI JALAN MENUJU TRANSPARANSI

Fenomena menurunnya rasio perpajakan dibandingkan produk domestik
bruto (PDB) atau tax ratio selama lima tahun terakhir memerlukan analisis
mendalam dan komperenhensiftentang akar masalah yang terjadi. Data yang
diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 menunjukkan pajak
memiliki peranan yang signifikan terhadap total APBN yaitu sebesar 70,52%.

Namun, peranan yang cukup penting tersebut tidak selalu berbanding lurus
dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikator yang terlihat
adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak pernah berhasil mencapai target
kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

erdasarkanteoriSlipperySlope Framework
Byang dikenalkan oleh Erich Kirchler pada

tahun2007dalambukunya“The Economic
Psychology of Tax Behaviour”, terdapat dua hal
yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yakni
power of authorities dan trust of authorities.
Kekuatan otoritas didefinisikan sebagai persepsi
wajib pajak tentang kemampuan otoritas
dalam mendeteksi dan menghukum pelaku
penghindaran pajak, sedangkan kepercayaan
kepada otoritas diartikan sebagai pendapat
wajib pajak bahwa otoritas pajak telah bekerja
dengan penuh kebajikan untuk kepentingan
masyarakat.

Dua hal tersebut sama-sama penting dalam
pembentukan kepatuhan wajib pajak, tetapi
masing-masing memiliki dampak yang berbeda.
Kekuatan otoritas yang tinggi tanpa dibarengi
kepercayaan akan menghasilkan kepatuhan
yang dipaksakan (enforced compliance),
sedangkan kepercayaan terhadap otoritas yang
tinggi akan menimbulkan kepatuhan sukarela
(voluntary compliance). Apabila jenis kepatuhan
yang terakhir bisa diwujudkan, maka visi dan
misi DIP akan lebih mudah tercapai.

DJP telah melakukan upaya-upaya dalam
rangka meningkatkan kepercayaan wajib pajak
tersebut, di antaranya dengan edukasi dan
kegiatan hubungan masyarakat (humas) yang
efektif, memberi pelayanan yang mudah dan
berkualitas,dengantetap dibarengi pengawasan
dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan
kepercayaan wajib pajak, pada Kamis (22/9)
Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi
(KPP Migas) mengundang wajib pajak kontraktor
kontrak kerja sama (WP K3S) skema gross split
untuk melakukan focus group discussion (FGD)
terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya.
FGD tersebut dilakukan agar KPP Migas dan
wajib pajak memiliki pemahaman yang sama
sehingga meminimalkan risiko sengketa di
masa depan.

Wajib pajak yang hadir merupakan operator
dan silent partner dari beberapa wilayah kerja,
baik yang masih dalam tahapan eksplorasi
maupun eksploitasi. Pemilihan wajib pajak
yvang diundang bertujuan untuk efektifitas
diskusi supaya menghasilkan kesimpulan yang
konstruktif sebagai masukan kepada pengampu
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Aksi KPP Migas

regulasi. Perlu dicatat bahwa peraturan
pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor
53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan
Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sampai
saat ini belum terbit.

Pada FGD tersebut, dilakukan pembahasan
atas enam hal, yaitu :

1. penghitungan pajak penghasilan (PPh)
migas bulanan dan tahunan;

2. pembayaran PPh migas bulanan dan
tahunan;

3. pelaporan PPh;

4. pembukuan;

5. pemeriksaan, penegakan hukum, dan

mekanisme penyelesaian sengketa; serta
6. Pajak Bumidan Bangunan (PBB) Migas.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan, tercapai
kesepakatan tentang enam hal tersebut yang
akan digunakan sebagai masukan kepada
pengampu regulasi, yaitu:

1. penghitungan PPh bulanan dan tahunan

a. Indonesian Crude Price (ICP) dapat
digunakan sebagai nilai realisasi
penjualan;

b. terkait dengan perbedaan harga ICP
dengan harga penjualan lain, sudah diatur
dengan ketentuan lain yang ada;

c. penghitungan dilakukan per bulan
dengan memperhitungkan kompensasi
kerugian masa sebelumnya;

2. pembayaran PPh bulanan dan tahunan
a. PPh migasdiadministrasikan sebagai PPh

Pasal 25;

b. branch profit tax diperhitungkan secara
tahunan;

c. sanksi mengikuti ketentuan umum
perpajakan (KUP);

3. pelaporan PPh

a. format laporan bulanan dapat

menggunakan Laporan  Penerimaan

10 | &MIGAZINE | Oktober 2021

Negara (LPN) yang disesuaikan;

b. SPT tahunan dilaporkan dengan format
umum, tetapi Lampiran Khusus Migas
tetap diperlukan;

c. laporan keuangan tetap dibuat sesuai

standar dengan memuat penghasilan
dan/atau biaya sehubungan dengan
pertambangan migas dan biaya

operasional lain terkait;

4, pembukuan
selain memuat pembukuan berdasarkan
proporsi participating interest sehubungan
dengan kegiatan pertambangan
migas, juga memuat pembukuan komersial
jika terdapat biaya-biaya lain terkait;

usaha

5. pemeriksaan, penegakan hukum dan
mekanisme penyelesaian sengketa
a. pemeriksaan dilakukan oleh DJP;

b. pemeriksaan, penegakan hukum, dan

mekanisme penyelesaian sengketa
mengacu  pada ketentuan umum
perpajakan;

6. PBB migas
tata cara penilaian Nilai Jual Objek Pajak
untuk WP K3S Gross Split mengacu pada
PMK-186/PMK.03/2019.

Selain bisa menghasilkan kesepahaman dan
masukan-masukan yang konstruktif, kegiatan
yang dilakukan KPP Migas tersebut diharapkan
memilikidampak positif lainnya. FGD diharapkan
bisa menambah tingkat kepercayaan wajib
pajak terhadap institusi pajak. Kepercayaan yang
akan membuat mereka tak lagi ragu membuka
diri menuju akuntabilitas dan transparansi.
Saat hal itu terjadi, hal-hal yang disinggung di
awal tulisan ini, misalnya turunnya tax ratio tak
perlu lagi terjadi. Dengan pajak, Indonesia bisa
menjadi bangsa yang berdikari.

Penulis: Evie Andayani

Editor: Tobagus Manshor Makmun
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MEMPERKUAT AKUNTABILITAS PPH MIGAS
MELALUI ANALISIS FQR

Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) merupakan satu-satunya

-

kantor pelayanan pajak di Indonesia yang mengadministrasikan dan mengawasi pajak

penghasilan minyak dan gas bumi (PPh migas). PPh migas merupakan salah satu unsur
penting dalam penyusunan target APBN setiap tahun. Target penerimaan pajak (dalam hal
ini PPh migas) masuk dalam target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Kemudian, secara vertikal turun ke Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Migas.
Berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) pada aplikasi appportal DJP, porsi target
PPh migas terhadap target penerimaan KPP Migas dalam lima tahun terakhir dapat dihitung

sebagai berikut :
dalam miiliar rupiah

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Target KPP Migas (A) 68.541 87.152 99.866 67.398 64.876

Target PPh Migas (B) 41.770 38.134 66.154 31.859 45.769

(B)/(A) 60,94% 43,76% 66,24% 47,27% 70,55%
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Pencapaian KPP Migas

Pada tabel di atas terlihat bahwa porsi
target PPh migas terhadap target penerimaan
KPP Migas pada tahun 2021 adalah yang
paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Ini
menggambarkan bahwa realisasi penerimaan
PPh migas sangat berpengaruh terhadap
capaian penerimaan KPP Migas tahun ini.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya
pengamanan agar target penerimaan PPh
migas bisa tercapai atau melebihi yang sudah
ditetapkan. Namun, hal ini bukan berarti
mengesampingkan peranan penerimaan dari
jenis pajak lainnya yang juga ditargetkan pada
KPP Migas.

Upaya pengamanan target penerimaan
PPh migas tahun 2021 dilakukan dengan cara
mengawasi pembayarannya, baik untuk tahun
berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
Pengawasan selama ini dilakukan melalui
kegiatan Satgas Pemeriksaan Bersama
yang dimulai sejak 2018 dan pengawasan
pembayaran masa (PPM) yang dilakukan oleh
seksi pengawasan (sesuai ND-91/P1/2021).
Namun, melihat porsi target PPh Migas tahun
ini yang mencapai 70,55% terhadap target
penerimaan KPP dan kebutuhan berupa
kecepatan pencairan pembayaran (fresh
money), diperlukan inovasi yang selama ini
belum pernah dilakukan. Inovasi tersebut
adalah dengan melakukan analisis financial
quarterly report (FQR) final yang sudah
disetujui SKK Migas dibandingkan dengan
lampiran SPT tahunan PPh badan.

Untuk menjalankan kegiatan analisis
secara efektif dan optimal, Kepala KPP Migas
membentuk Tim Analisis FQR Final yang
dituangkan dalam Keputusan Kepala KPP
Migas nomor  KEP-53/WPJ.07/KP.10/2021
tentang Pembentukan Tim Analisis Financial
Quarterly Report (FQR) Final Tahun Pajak
2019 dan 2020 Wajib Pajak Kontraktor Kontrak
Kerjasama (WP K3S MICAS) pada Kantor
Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi. Wajib
pajak yang dianalisis adalah wajib pajak K3S
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yang sudah produktif dan ETBS (Equity To Be
Split). Susunan tim terdiri dari:
1. Ketua Pengarah (Kepala Kantor);

2. Ketua Tim  Analisis (Kepala  Seksi
Pengawasan 1,2,3,4,5);

3. Anggota Tim Analisis (para account
representative),

4. Anggota Tim  Konsultasi (Supervisor
Fungsional Pemeriksa Pajak); dan

5. Anggota Tim Data dan Sekretariat

(Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data,
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan
Penagihan, perwakilan pelaksana seksi
PKD dan seksi P3).

Dalam melakukan analisis tersebut,

diperlukan beberapa data, antara lain:

1. FQR final yang sudah disetujui oleh SKK
Migas;

2. laporan penerimaan negara(LPN);

3. SPT tahunan PPh badan dan lampirannya
(operator dan partner);

4. Setoran PPh migasyang diambil darimodul
penerimaan negara (MPN).

Dari data tersebut, yang termasuk data
internal adalah LPN, SPT tahunan dan
lampirannya, serta data setoran PPh migas
dari MPN. Sedangkan FQR final berasal dari
SKK Migas yang diminta melalui surat resmi.

Mungkin timbul pertanyaan, “Mengapa
harus meminta data FQR Final yang sudah
disetujui oleh SKK Migas, padahal data
tersebut ada dalam lampiran SPT tahunan
PPh badan?” Memang benar data tersebut
ada pada lampiran SPT tahunan PPh badan,
tetapi dengan menggunakan data FQR
yang sudah disetujui oleh SKK Migas maka
kevalidan datanya terjamin sehingga akan
menghasilkan analisis yang akurat.

Proses analisis data menggunakan basis
blok migas atau wilayah kerja pertambangan
migas. Satu blok migas terdiri dari operator
dan partner sebagai pemegang participating
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interest (PIl). Hal ini sesuai dengan FQR yang
juga dibuat berdasarkan blok (ring fence
policy). Analis juga perlu memperhatikan data
pemegang Pl saat itu. Pl bisa diperjualbelikan
sehingga ada kemungkinan berubah setiap
saat. Oleh karena itu, ketika melakukan analisis
harus dipastikan kebenaran besaran Pl-nya.

Dalam pelaksanaannya, analisis satu blok
migas dikerjakan secara kolaboratif antara
seksi pengawasan (kepala seksi pengawasan
dan AR) dan fungsional pemeriksa pajak
(supervisor dan timnya) yang sudah dibagi-
bagi berdasarkan keputusan kepala kantor.
Untuk keseragaman dan mempermudah
pelaksanaan analisis, tim analisis sudah
menyediakan kertas kerja analisis (KKA).

Dari hasil analisis setiap blok migas (KKA)
akan didapatkan hasil PPh migas nihil, PPh
migas selisih kurang dan PPh migas selisih
lebih dalam tahun buku tertentu. Tindak lanjut
kertas kerja analisis (KKA) adalah sebagai
berikut:

1. dalam hal tidak ada selisih (nihil) maka
hasil KKA dapat digunakan sebagai dasar
untuk pembuatan laporan hasil penelitian
(LHPY);

2. dalam hal terdapat selisih lebih maka
digunakan untuk melakukan penelitian
terkait pemindahbukuan (Pbk) dan
segera disampaikan ke wajib pajak untuk
melakukan Pbk;

3. dalam hal terdapat selisih
ditindaklanjuti sebagai berikut:
a. jika sedang dilakukan pemeriksaan

maka hasil KKA disampaikan ke
fungsional pemeriksa pajak (FPP) untuk
ditindaklanjuti;

b. jika wajib pajak telah selesai diperiksa
dan telah terbit surat ketetapan pajak
(SKP) maka hasil KKA dapat digunakan
sebagai dasar melakukan pembetulan
SKP Pasal 16 UU KUP;

kurang,

c. jika belum diperiksa maka AR
mengirimkan surat ke wajib pajak
agar segera melunasi pembayaran,

menerbitkan surat tagihan pajak (STP)
sanksi bunga, dan melakukan penelitian
all taxes.

Analisis yang dilakukan ini merupakan
sebuah ikhtiar dari KPP Migas untuk
mengamankan target penerimaan yang telah
diamanahkan. Namun, di samping tujuan
tersebut, kegiatan ini juga bertujuan agar
pelaporan dan pembayaran PPh migas yang
telah berjalan dengan baik bisa semakin
transparan dan akuntabel. Dua hal tersebut
adalah kunci agar DIP semakin kuat demi
Indonesia yang berdaulat.

Penulis: Yudhi Prayitno
Editor: Tobagus Manshor Makmun
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MEMAHAMI PROSES PENETAPAN

I WILAYAH KERJA MIGAS

agaimana sebuah daerah dapat berubah

Bmenjadi wilayah kerja pertambangan

minyak dan gas bumi?

Dalam perspektif regulasi di bidang minyak
dan gas bumi, seluruh wilayah Republik
Indonesia yang belum berstatus wilayah kerja
disebut wilayah terbuka. Cakupan wilayah
terbuka di antaranya:

A. wilayah yang belum pernah ditetapkan
sebagai wilayah kerja;

B. bagian wilayah kerja yang disisihkan
berdasarkan kontrak kerja sama;

C. wilayah kerja yang berakhir kontrak kerja
samanya;

D. bagian wilayah kerja yang belum pernah
dikembangkan dan/atau sedang atau pernah
diproduksikan yang disisihkan atas usul
kontraktor;

E. bagian wilayah kerja  yang belum
pernah dikembangkan dan/atau pernah
diproduksikan yang disisihkan berdasarkan
permintaan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM).
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1. Penyiapan Wilayah Kerja
Wilayah terbuka secara bertahap akan
disiapkan oleh Kementerian ESDM agar layak
ditawarkan menjadi sebuah wilayah kerja
kepada perusahaan atau bentuk usaha tetap.
Proses penyiapan tersebut nantinya akan
diperuntukkan bagi penawaran wilayah kerja

melalui lelang ataupun langsung. Proses
penyiapan, penetapan, dan penawaran
didasarkan pada aspek pertimbangan

teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi,
serta berasaskan keterbukaan, keadilan,
akuntabilitas, dan persaingan usaha yang
wajar.

2. Penyiapan Wilayah Kerja Dalam
Rangka Penawaran Wilayah Kerja
Melalui Lelang

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
(Dirjen Migas) bertanggung jawab dalam
penyiapan wilayah kerja melalui lelang.
Dalam melaksanakan tanggung jawab
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tersebut, ia dapat menunjuk pihak lain

yang memiliki kemampuan dan keahlian

dan/atau data. Setelah dilakukan evaluasi

teknis, ekonomi, serta pengolahan data dari

wilayah terbuka, Dirjen Migas membuat

usulan penetapan wilayah kerja kepada

Menteri ESDM. Usulan tersebut minimum

memuat:

A. batas-batas wilayah kerja;

B. prosedur, tata cara, dan persyaratan
pelaksanaan penawaran wilayah kerja;

C. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok
kontrak kerja sama.

Penyiapan Wilayah Kerja Dalam
Rangka Penawaran Wilayah Kerja
Melalui Penawaran Langsung
Dalam proses penawaran langsung, proses
penyiapan dilakukan oleh Dirjen Migas
berdasarkan usulan dari badan usaha atau
bentuk usaha tetap. Namun, inisiatif berupa
usulan tersebut hanya dapat diajukan atas
wilayah terbuka yang belum dievaluasi
untuk dicadangkan melalui proses lelang.
Setelah dilakukan evaluasi oleh tim penilai,

Dirjen Migas dapat menyetujui atau
menolaknya.
Setelah  persetujuan usulan, Direktorat

Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas)
dan badan usaha atau bentuk usaha tetap
melakukan studi bersama dengan dibiayai
oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap
yang mengusulkan. Dalam pelaksanaan studi
tersebut, Ditjen Migas dapat menyertakan
pihak ketiga untuk memperoleh hasil optimal
dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.

Tim penilai kemudian melakukan evaluasi
teknis dan ekonomi atas hasil studi bersama.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar usulan
kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan
sebagai wilayah kerja.

Penawaran Langsung Wilayah Kerja oleh

PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan

penawaran langsung wilayah kerja kepada

Dirjen Migas sepanjang saham PT Pertamina

(Persero) 100% dimiliki oleh Negara. Usulan

tersebut dapat dilakukan atas:

A. wilayah yang belum pernah ditetapkan
sebagai wilayah kerja;

B. bagian wilayah kerja yang disisinkan
berdasarkan kontrak kerja sama;

C. wilayah kerja yang berakhir kontrak kerja
samanya.

Penetapan Wilayah Kerja

Dalam rangka proses penetapan wilayah
kerja, Kementerian ESDM akan terlebih
dahulu berkonsultasi dengan gubernur yang
wilayah administrasinya akan ditetapkan.
Sebuah usulan wilayah kerja dapat meliputi
satu atau beberapa provinsi di Indonesia.
Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk
memberikan penjelasan dan memperoleh
informasi mengenai penawaran wilayah-
wilayah tertentu yang dianggap potensial
mengandung sumber daya minyak dan gas
bumi.

Lelang Wilayah Kerja

Penawaran wilayah kerja melalui lelang dan
lelang penawaran langsung dilaksanakan
oleh Dirjen Migas. Selain wilayah kerja yang
baru ditetapkan, penawaran juga dilakukan
atas wilayah kerja available. Wilayah kerja
available adalah wilayah kerja yang pernah
ditawarkan, tetapi tidak dapat ditetapkan
pemenangnya.

Meskipun usulan penawaran langsung suatu
wilayah kerja berasal dari suatu badan usaha
atau bentuk usaha tetap, tetapi tidak serta
merta mereka—yang juga telah membiayai
studi bersama—akan ditetapkan menjadi
pemegang kontrak wilayah yang diusulkan.
Penawaran wilayah kerja melalui penawaran
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langsung tetap harus melalui proses lelang.
Namun demikian, dalarn hal hasil penilaian
akhir terhadap dokumen partisipasi
(participating docurnent) yang mereka
sampaikan lebih rendah dari peserta lelang
lain, badan usaha atau bentuk usaha tetap
pelaksana studi bersama tersebut dapat
menggunakarn hak perubahan penawaran
(right to match) dengan ketentuan sekurang-
kurangnya menyamai penawaran tertinggi
untuk komitmen teknis dan komitmen
keuangan.

Penawaran wilayah kerja dilakukan melalui
media cetak, media elektronik, dan media
lainnya. Dalam pelaksanaan penawaran
wilayah  kerja tersebut, Dirjen Migas
membentuk tim lelang dan tim penilai yang
terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkungan
kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK Migas), serta ahli dari
perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan. Tim ini merniliki tugas
pokok dan fungsi serta kompetensi di bidang
teknis, ekonomi, dan hukum atau bidang lain
sesuai kebutuhan.

Pada suatu periode penawaran wilayah
kerja, Dirjen Migas menerbitkan dokumen
lelang (bid dokumen) atas tiap-tiap wilayah
kerja yang ditawarkan. Di dalam dokumen
lelang tersebut peserta akan mendapatkan
informasi mengenai tata cara lelang,
informasi geologi, dan potensi minyak dan
gas bumi (geological synopsis); cadangan
dan perkiraan produksi minyak dan gas bumi,
serta konsep kontrak kerja sama. Dokumen
lelang suatu wilayah kerja dapat dibeli oleh
badan usaha atau bentuk usaha tetap.
Badan usaha atau bentuk usaha tetap
pembeli dokumen lelang yang berminat
untuk melanjutkan proses lelang setelah
menelaah isi dokumen lelang diharuskan
menyerahkan dokumen partisipasi
(participating document). Dokumen
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partisipasi tersebut terdiri dari dokumen-
dokumenyang dipersyaratkan dalam Pasal 28
ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008. Selain
dokumen partisipasi, peserta juga diwajibkan
menyerahkan jaminan penawaran dan
jaminan pelaksanaan.

Penilaian dan Penetapan
Pemenang

Dokumen partisipasi yang telah dikirimkan
oleh para peserta lelang akan dievaluasi oleh
tim penilai. Evaluasi diperlukan untuk dapat
memberikan hasil terbaik dan berkelanjutan
atas wilayah kerja yang akan dikembangkan.
Hal tersebut juga membuat tidak serta
merta penawar tunggal suatu wilayah kerja
akan menjadi pemenang. Kriteria penilaian
diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 sampai
dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun
2008. Tim lelang kemudian menyampaikan
urutan peringkat calon pemenang lelang
kepada Dirjen Migas sebagai dasar usulan
kepada Menteri ESDM yang kemudian akan
menetapkan pemenang lelang.

Ketika pemenang atas suatu wilayah kerja
tidak sanggup memenuhi komitmen atas
ketentuan setelah penetapan pemenang
maka Dirjen Migas mengusulkan urutan
berikutnya kepada Menteri ESDM untuk
ditetapkan sebagai pemenang. Apabila tidak
terdapat pemenang lelang urutan berikutnya,
wilayah kerja tersebut menjadi wilayah kerja
available.

Penulis: Fatah Manohara

Editor: Tobagus Manshor Makmun
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SEJARAH LAHIRNYA

KPP MIGAS

Dalam cerita pewayangan terdapat kesatria kembar dari Pandawa, yakni Nakula dan
Sadewa. Keduanya berparas elok, juga memiliki ilmu kanuragan yang disegani lawan
maupun kawan. Mereka adalah sosok yang unik. Kemudian, meskipun kembar identik
akan tetapi dua saudara ini memiliki kepribadian yang berbeda.

akula yang merupakan
titisan Batara Aswin
adalah sosok pendiam

dan pemikir. Setiap hal yang
dikerjakannya selalu dipahami,
ditelaah, dan dimaknai secara
mendalam. Seorang kesatria

yang mahir menunggang
kuda, melempar Ilembing,
dan piawai menggunakan

panah. la juga terkenal teliti
dan tidak dapat lupa segala
hal yang diketahuinya karena
mempunyai Aji Pranawajati
pemberian Ditya Sapujagad,
Senapati Mretani. Pun Nakula
memiliki  watak jujur, setia,
taat, welas asih, dan dapat
menyimpan rahasia.

Si bungsu Sadewa terkenal
memiliki kepandaian di atas
rata-rata.lalihaidalamberbicara
dan terampil mengemukakan
pendapat. Sadewa juga
memiliki kemampuan analisis
yang cermat serta sikap kritis
terhadap segala hal, terutama

menyangkut kehidupan
rakyatnya. Satu hal yang
sama, keduanya merupakan

komandan yang baik dalam
meningkatkan semangat para

senapati dan prajurit di medan
laga.
Siapa
Pelayanan Pajak Minyak dan
Gas Bumi (KPP Migas) yang
merupakan KPP unik karena

sangka, Kantor

hanya ada satu-satunya di
Indonesia dulunya merupakan
KPP “kembar”. Sebelum
berubah nama menjadi KPP
Migas, kantor ini memiliki
saudara kembar yang juga
berada dalam komplek pajak

Kalibata: Kantor Pelayanan
Pajak Badan dan Orang Asing
(KPP Badora).

Cikal bakal terbentuknya
KPP Migas bermula pada
31 Desember 2003. Saat itu,
dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 587/
KMK.01/2003, dibentuklah KPP
Badora Satu dan KPP Badora
Dua yang diresmikan dan
mulai beroperasi pada tanggal
1 September 2004.
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Sebagai kembar identik,
kedua KPP ini menangani
wilayah kerja yang sama, juga
wajib pajak dengan kriteria
yang sama: bentuk usaha
tetap (BUT) dan orang asing.
Hanya asal negaranya saja
yang dibedakan. Pada awal
berdirinya, mereka mengampu
BUT dan orang asing yang
berkedudukan atau bertempat
tinggal di DKI Jakarta, wilayah
kerja Kanwil DJP Jawa Bagian
Barat |, dan Kanwil DJP Jawa
Bagian Barat Il kecuali Kota/
Kabupaten Cirebon, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten
Indramayu, dan Kabupaten
Kuningan.

KPP BadoraSatumenangani
wajib pajak yang berasal dari
negara-negara di benua Asia
dan Afrika, termasuk Maldives,
Cape Verde, Comoros, Mayotte,
Mauritius, Saint Helena,
Seychelles, Sao Tome, dan
Principe. Saudara kembarnya,
KPP Badora Dua menangani
wajib pajak yang berasal dari
selain negara-negara tersebut.
Hal tersebut diatur pada KEP-
67/P3/2004 tanggal 29 Maret
2004.

Pada 2005, terjadi
perubahan wilayah kerja yang
harus diampu kedua KPP
tersebut. Berdasarkan PER- 91/
PJ./2005 Tanggal 19 Mei 2005,
KPP Badora Satu dan KPP
Badora Dua hanya menangani
wilayah DKI Jakarta. Namun,
tidak ada perubahan pem-
bagian asal negara.

Perubahan terjadi lagi pada
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2011, yang mengakibatkan dua
KPP kembar ini tak lagi identik.
Per-49/PJ/201 menetapkan
bahwa KPP Badora Satu sejak
tanggal 30 Desember 2011
menerima pendaftaran semua
wajib pajak BUT dan orang
asing yang berkedudukan
dan/atau berdomisili di DKI
Jakarta tanpa menyebutkan
asal negaranya. Sementara
itu, KPP Badora Dua bertugas
melayani badan tertentu yang
berkedudukan di DKI Jakarta.

Hingga akhirnya pada
2012, cerita dua KPP kembar
ini berakhir dengan terbitnya
Per-08/PJ/2012 tanggal 30
Maret 2012. KPP Badora Satu
berubah menjadi KPP Badan
dan Orang Asing. la tetap
mengampu  semua  wajib
pajak BUT dan orang asing
yang berkedudukan dan/
atau bertempat tinggal di
DKI Jakarta. KPP Badora Dua
berubah menjadi KPP Minyak
dan Gas Bumi dan bertugas
melayani badan tertentu yang
melakukan kegiatan usaha di
sektor minyak dan gas bumi.
Sejak itulah, nama KPP Migas
resmidigunakan dan berkiprah
di Direktorat Jenderal Pajak
hingga saat ini.

Dalam satu lakon, tersebut
kisah Puntadewa meminta
saran kepada keempat adiknya
tentang niat Krisna yang ingin
meminjam Jimat Kalimasada.
Pusaka itu akan digunakan

sebagai tumbal bagi Negara
Dwaraka yang terkena
bencana.

Bima, Arjuna, dan Nakula
menyetujui  dengan alasan
Krisna adalah penasehat
Pandawa yang berjasa besar.
Namun, Sadewa memiliki
pemikiranlain.Diaberpendapat
bahwa tidak mungkin sekelas
Krisna yang notabene titisan
Wisnu tidak mampu mengatasi
masalah di negaranya.

Sadewadengankecermatan
analisisnya bisa mendeteksi
kejanggalanyang terjadi. Selain
itu, dengan sikap kritisnya, ia
merasa penggunaan Jimat
Kalimasada sebagai tumbal
adalah tindakan yang tidak etis.
Kalimasada adalah dasar dan
pedoman hidup bagi warga
Amarta. Hal ini sama saja men-
cederai nilai-nilai yang ada
dalam Jimat Kalimasada. Maka,
ia menolak keinginan Krisna
yang belakangan diketahui ter-
nyata palsu. Dia menerima apa
pun konsekuensinya walaupun
harus diusir dari istana.

Demikianlah sejarah ter-
bentuknya KPP Migas, lahir
sebagai kembar identik
KPP Badora dan mewarisi
semangat luhur Direktorat
Jenderal Pajak dalam
menghimpun penerimaan
negara. lbarat Sadewa, KPP
Migas harus cerdas, selalu
menjaga integritas, memiliki
kemampuan analisis yang
cermat, serta mampu
bersikap kritis demi menjaga
kelangsungan negara tercinta.

Penulis: Herry Suwondo
Editor: Tobagus Manshor Makmun
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Seorang penjual
kerupuk keliling di
kawasan Kalibata
menyiapkan
kerupuk ke

dalam kaleng
untuk kemudian
diantar ke para
pelanggannya.
Pelanggan utama
kerupuk Bapak ini
adalah pegawai
di perkantoran

di komplek pajak
Kalibata. Semangat
Bapak Penjual
Kerupuk ini dalam
berikhtiar di tengah
pandemi yang
belum juga usai,
layak untuk kita
teladani.

Foto : Herry Wondo
Narasi : Markus Apriandhie
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Simbiosis
mutualisme.
Seorang pengemudi
ojek online membeli
secangkir kopi
panas di pedagang
minuman keliling,
sekadar untuk
memulihkan

penat. Pedagang
minuman

keliling senang
dagangannya laku,
pengemudi ojek pun
senang dapat lekas
melanjutkan ikhtiar
mengais rezeki.

Foto : Herry Wondo
Narasi : Markus Apriandhie
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Reportase

Gunung Sinabung (Sumber : Koleksi Pribadi)

Energi Terbarukan,
Sebuah Catatan Perjalanan

i bawah gunung-gunung api di
Indonesia tersimpan energi panas bumi

(geothermal). Beberapa di antaranya
sudah digarap untuk menghasilkan jutaan
kwh guna memasok kebutuhan listrik dalam
negeri. Ada 69 gunung api aktif di indonesia.
Ring of fire yang sejatinya bisa menjadi potensi
bencana ini kemudian disulap oleh teknologi
menjadi energi yang ramah lingkungan. Sebut
saja Gunung Toba, Gunung Sinabung, Gunung
Salak, Kawah Kamojang, Dataran Tinggi Dieng
yang merupakan wilayah kerja pertambangan
panas bumi. Ini adalah catatan penulis saat
mengunjungi salah satu wajib pajak yang
bergerak dalam industri tersebut.

Perjalanan dinas kali ini merupakan kali
pertama yang penulis lakukan sejak pandemi
COVID-19 merebak di Indonesia. Demi
mematuhi peraturan pemerintah, hampir dua
tahun Direktorat Jenderal Pajak meniadakan
perjalanan dinas, baik dalam maupun luar
kota. Pada September 2021, kabar baik mulai
terdengar. Seiring gencarnya program vaksinasi
dan pembatasan darurat selama kurang lebih
dua bulan sebelumnya, tingkat positif kasus
COVID-19 Indonesia berada di bawah rata-
rata dunia. Sebelum melakukan perjalanan,
kami diwajibkan melakukan tes polymerase
chain reaction (PCR) COVID-19 sebagai syarat
kelengkapan penumpang pesawat terbang.
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Alhamdulillah,seluruh anggotatimterkonfirmasi
negatif dari virus SARS-CoV2.

Bagi penulis pribadi, ini  merupakan
pengalaman kedua mengunjungi lokasi usaha
wajib pajak yang bergerak dalam bidang
pengelolaan energi baru dan terbarukan. Energi
terbarukan adalah sumber energi yang bisa
dimanfaatkanterusmenerusdantersediadialam.
Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara
bebas, bisa diperbarui secara terus menerus,
dan ketersediaannya di alam melimpah, salah
satunya adalah energi panas bumi.

Pada kesempatan kali ini, penulis dan tim
mengunjungi Pusat Logistik Berikat (PLB)
di Kawasan Industri Medan (KIM), 15 km dari
Pelabuhan Belawan. Di tempat ini importir
mesin-mesin industridan suku cadang diwilayah
tersebut menyimpan barang-barang impornya
sebelum dirilis ke lokasi usaha. Biaya sewa di
PLB lebih murah dibandingkan jika disimpan di
pelabuhan. Salah satu importir tersebut adalah
PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), wajib
pajak yang terdaftar di KPP Minyak dan Gas
Bumi (KPP Migas).

PT SMGP merupakan pengembang proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP)
yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh
International Company KS ORKA dengan target
produksi 240 MW dan berlokasi di Mandailing
Natal, Sumatera Utara. Pembangunan power
plant kali pertama dimulai pada November
2017. Hal itu dilakukan setelah PT SMGP
menyampaikan hasil studi kelayakan kepada PT
PLN dan Kementerian ESDM pada Agustus 2017
yang mengonfirmasi potensi energi sebesar 50
MW pada penambangan di Wellpad A. Pada
2020, produksi perusahaan ini mencapai 334 juta
kwh. Jika diilustrasikan, produksi tersebut dapat
mengaliri listrik ke satu juta rumah dengan
pemakaian listrik 334 watt/bulan.

Kegiatan konstruksi PT SMGP hingga kini
masih berlanjut sebagai usaha merealisasikan
target penyediaan listrik kepada PT PLN. Oleh
karena itu, pembelian barang modal untuk
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pembangunan PLTP ini masih secara rutin
dilakukan. Berdasarkan keterangan wajib pajak,
hampir 90% merupakan barang impor. Hal ini
menjadi salah satu tujuan kunjungan kerja dari
KPP Migas, yaitu dalam rangka mengonfirmasi
lebih lanjut barang modal yang didaftarkan oleh
wajib pajak untuk memperoleh Surat Keterangan
Bebas PPN Impor Barang Strategis.

PT SMGP mengimpor seluruh barang utama
untuk proses konstruksi PLTP dari Zhejiang
Kaishan Energy Equipments Co., Ltd. di Cina.
Barang-barang tersebut kemudian dikirim dari
PLB ke lokasi penambangan panas bumi dengan
perjalanan darat yang membutuhkan waktu
sekitar 12 jam dari kota Medan. Bahkan, untuk
membawa alat berat jenis tertentu memerlukan
waktu lima hari perjalanan. Hal itu terjadi karena
syarat kecepatan kendaraan, waktu perjalanan
yang hanya dibolehkan pada malam hari, serta
lokasi industri geothermal yang berada di wilayah
dataran tinggi.

PLTP menjadi salah satu proyek strategis di
Indonesia karena besarnya potensi bumi pertiwi
pada bidang ini. Menurut portal Kementerian
ESDM, sumber daya energi panas bumi di
Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 28,5
giga watt electrical (gwe) yang terdiri dari
resources 11.073 mw dan reserves 17.453 mw. Ini
menjadikan Indonesia salah satu negara dengan
sumber daya panas bumi terbesar di dunia.

Energi panas bumi diklaim sebagai energi
yang paling ramah lingkungan karena emisinya
lebih rendah dibanding bahan bakar lainnya.
PLTP menggunakan bahan bakar panas
bumi yang diolah dengan perangkat tertentu
untuk menghasilkan uap yang kemudian
menggerakkan turbin penghasil listrik. Ini
menjadi gagasan yang baik di tengah isu
perubahan iklim dan pemanasan global.

Pada 2015, saya mengunjungi lokasi
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut
Tambang di Sumatera Selatan. PLTU tersebut
dibangun tepat di ujung mulut tambang batu
bara untuk menghemat biaya transportasi.



Reportase

Buangan atau limbah dari pembangkit listrik
berbahan bakar batu bara lebih polutif dan
biaya produksinya lebih tinggi jika dibandingkan
dengan PLTP.

Mengunjungi langsung tempat-tempat ini
tidakhanyamemberikantambahanpemahaman
tentang proses bisnis pelaku usaha di bidang
energi, tetapi juga menambah wawasan bagi
kami untuk semakin percaya bahwa Indonesia
adalah negeriyang kaya. Hanya satu yang belum
banyak berubah: teknologi untuk mengelolanya
masih saja impor, baik tenaga ahli maupun
perangkatnya.

Pulang bertugas, untuk mengurai kepenatan,
kami mampir ke kedai kopi. Saya mencoba kopi
Sumatera dalam bentuk olahan favorit saya: kopi
sanger. Perjalanan kali ini—seperti perjalanan-
perjalanan sebelumnya—banyak dimudahkan
karena pegawai pajak tersebar di seluruh

Pengecekan Barang Impor (Sumber : Koleksi Pribadi)

Indonesia. Kami mendapatkan bantuan dari
pegawai yang bertugas di wilayah Medan dan
sekitarnya. Mereka memberikan rekomendasi
kuliner khas Medan seperti mie aceh, kedai kopi,
tempat makan durian, hingga tempat belanja
oleh-oleh.

“Jangan pernah lelah mencintai negeri ini
adalah salah satu kutipan favorit penulis yang
diucapkan Sri Mulyani. Sebuah pesan sederhana
yang penulis simpan erat dalam hati. Rasa itu
semakin menggeliat ketika kami mendapat
kesempatan melihat kekayaan alam Indonesia
yang tersembunyi. Semoga keberkahannya
dapat dirasakan oleh seluruh penduduk negeri.

”

Penulis: Ifta lIfia Utami
Editor: Tobagus Manshor Makmun
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VISIONER
S

yahdan, pada awal 1995, Jonifar Abdul
SFatah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Penanaman Modal Asing (KPP PMA)
bertanya kepada seorang pegawai baru, “Kamu
anak ITB, kan? Ngapain anak ITB masuk pajak?”
Lazimnya, seorang pegawai baru—dengan
kultur birokrasi yang saat itu masih kental
berbau feodal—tidak akan berani mengangkat
muka saat ditanya kepala kantor. Namun,
hal itu tidak berlaku untuk pegawai yang ini.
“Saya akan membuat perbedaan, Pak.” Sebuah
jawaban yang kelewat berani. Belum cukup, ia
menambahkan, “Pajak butuh saya karena saya
berbeda. Saya insinyur, saya akan melakukan
pendekatan yang berbeda.”
Sang Kepala Kantor terkejut mendapat jawaban
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seperti itu. “Buktikan kalau kamu memang bisa
membuat perbedaan,” ujarnya. Saat itu, KPP
PMA adalah salah satu kantor dengan beban
pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) terbanyak. Dalam situasi seperti
itu, pekerjaan masih dilakukan secara manual.
Si Pegawai Baru ditantang untuk bisa
menyelesaikan masalah tersebut. “Kamu saya
kasih waktu tiga bulan. Kalau gagal, berarti gelar
ITB-mu begini,” kata Jonifar sambilmengarahkan
jempol ke bawah.

ltu adalah sekelumit kisah awal perjalanan
Iwan Djuniardi, Staf Ahli Menteri Keuangan
Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Status yang
masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak



“Jangan pernah pamrih
dan setialah pada
proses,” ujarnya. “Kalian
jangan seeing then
believing, tapi harus
believing then seeing.

membuatnya gentar. Tantangan tersebut ia
jawab dengan membuat sistem pengawasan
serta kertas kerja pemeriksaan berbasis excel dan
macro, sebuah lompatan jauh pada zamannya.
Dengan bimbingan tentang alur PPN dari Sigit
Priadi Pramudito (Dirjen Pajak periode 2015)
yang saat itu menjabat Kepala Seksi Tata Usaha
Perpajakan, ia menyelesaikan tugas dalam
waktu dua bulan, sebulan lebih cepat dari waktu
yang diberikan. Pencapaian yang membuatnya
mendapat apresiasi luar biasa.

“Saya tak pernah jadi pelaksana,” ungkap
Iwan saat kami temui di kantornya pada Selasa
(19/10). Sehari setelah menerima surat keputusan
pengangkatan sebagai pegawai negerisipil pada
1 April 1995, ia langsung dipromosikan menjadi

Tokoh Inspiratif

Kepala Subseksi Verifikasi PPN KPP PMA.

ltulah Iwan Djuniardi. Jauh sebelum menjadi
pejabat tinggi, ia telah bersinar di awal karir. Tak
heran, banyak penghargaan yang diperolehnya
di kemudian hari bersama DJP. The Most
Innovative ClIO yang didapat dalam gelaran iCIO
Awards (2017), penghargaan tertinggi di bidang
Operational Excellence dalam ajang Teradata
EPIC Award (2017), Digital Transformer of The
Year dari International Data Corporation (2018),
dan Top Leader on Digital Implementation 2020
versi majalah It Work (2020) adalah sedikit dari
banyak penghargaan yang pernah ia dapatkan.

Melihat pencapaian-pencapaiannya, orang
tak akan menyangka bahwa Iwan muda
termasuk anak bandel. Terlahir sebagai anak
ketiga dariempat bersaudara, lIwan sering terlibat
dalam perkelahian. “Ayah saya bilang waktu itu,
‘Lu kalau gak diberesin bakal jadi preman. Saya
waktu muda memang terlalu energik,” tuturnya.

Saat melakoni Sekolah Menengah Pertama,
Iwan mengikuti bela diri karate. Tak sekadar
main-main, menginjak kelas dua Sekolah
Menengah Atas, ia yang telah mencapai dan |
berhasil meraih juara nasional. Prestasi tersebut
berulang saat Iwan menjadi mahasiswa tahun
pertama di Institut Teknologi Bandung (ITB).
la berhasil menjadi juara nasional tingkat
mahasiswa.

Karate menorehkan kenangan tersendiri bagi
Iwan Djuniardi. Ketika itu tahun 1992, ia telah lulus
kuliah dan cukup lama vakum dari dunia karate.
Orang tua menginginkannya mengikuti Pekan
Olahraga Daerah (porda) Jawa Barat, mewakili
Bogor. la mengiyakan. Namun, Iwan terkejut
saat mengetahui bahwa yang tersisa tinggal
kelas bebas—yang terkenal brutal karena berisi
atlet dari semua kelas. Tekad keras membuatnya
berhasil menembus babak final. Lawan yang
dihadapi adalah peraih medali perunggu pada
kejuaraan tingkat Asia dengan berat delapan
puluh kilogram. Iwan sendiri hanya memiliki
berat badan 58 kilogram

“Tapi ia sombong, meremehkan. Siapa Iwan?
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Sementara itu, dia baru saja menjadi juara Asia.
Dalam karate, semakin sombong seseorang
maka pertahanannya semakin terbuka,” tutur
Iwan. Sebuah pelajaran agar jangan pernah
dikalahkan kesombongan.

Sebenarnya Iwan memiliki kesempatan
kuliah di Perancis. Namun, beasiswa dari
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
tersebut harus ia lepaskan karena orang tua
tidak mengizinkan. la lalu masuk jurusan
teknik mesin pada Institut Teknologi Bandung
pada 1986 melalui jalur penelusuran minat dan
kemampuan (PMDK).

“Saya sebenarnya tak terlalu suka jurusan
itu,” ungkap Iwan. “Saya tidak suka mata kuliah
gambar mesin, padahal di situ diajarkan selama
enam semester,” imbuhnya sembari tertawa.
Faktor orang tua lagi-lagi menjadi salah satu
pertimbangan. “Keluarga saya keluarga Unpad.
Lalu,orangtuasaya bilang, merekainginanaknya
ada yang kuliah di tempat yang sama dengan
tempat kuliah pacar kakak saya. Dia anak ITB/"
ujarnya.

Ketika kuliah, Iwan muda mulai mencari uang
tambahan. Beragam aktivitas ia lakukan, mulai
dari memberikan les, melatih karate, hingga

mengamen. “Mengamen itu belajar untuk
gak punya malu. Latihan mental,” tuturnya
mengenang.

Saatitu, ayahnya adalah seorang wakil bupati.
Cukup mengherankan, seorang anak wakil
bupati sampai harus mencari uang tambahan.
“Saya walaupun anak pejabat, tetapi dikasih
uangnya ngepas. Sebenarnya cukup kalau hanya
untuk hidup sehari-hari. Tapi waktu itu, kan, saya
mulai pacaran. Duitnya jadi gak cukup,” tutur
Iwan sambil tergelak.

Di luar kegiatan kuliah dan aktivitasnya untuk
memperoleh uang tambahan, Iwan juga aktif di
komunitas seni Sunda. Ini membuatnya piawai
memainkan alat musik tradisional, misalnya
kecapi dan gendang.

Setelah lulus sarjana pada 1992, dengan uang
hasil meraih medaliemas karate pada pordaJawa
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Barat, ia mendaftarkan diri untuk meneruskan
kuliah strata dua. Lagi-lagi ia memilih ITB. Gelar
magister manajemen berhasil ia dapatkan pada
1994,

Sebelum bekerja di
diterima di Total Indonesia. Tak sekadar diterima,
ia meraih peringkat pertama dalam tes calon

DJP, Iwan sempat

pegawai. Gaji yang ditawarkan pun cukup
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menggiurkan, US$3.000. la bekerja selama enam
bulan sebelum memutuskan keluar. Sebuah
keputusan yang dipertanyakan oleh banyak
orang saat itu. “Bahkan, saya didatangi orang
Perancis. Kata dia, kalau misalnya saya tidak puas
bekerja di Indonesia, saya bisa memilih untuk
bekerja di Total Perancis,” ungkapnya.

Lantas, apa alasannya? Sekali lagi, Iwan
memilih mengikuti perintah orang tua. “Bagi
saya, orang tua itu nomor satu,” tuturnya. “Kakak
saya seorang geolog. Pernah jatuh waktu naik
helikopter. la selamat, tapi setelah itu pindah
jadi pegawai negeri sipil. Saat saya diterima di
Total, ibu saya nanya, kerjanya di mana? Naik
apa? Saat tahu kalau saya bekerja di Kalimantan

-

= —.

. - - - -
ey

£ 7 ividdd a0 0

dan mengharuskan untuk naik helikopter, beliau
langsung menyuruh saya keluar.”

Pada 1995, Iwan mulai bekerja di Direktorat
Jenderal Pajakdan ditempatkan diseksi PPN KPP
Penanaman Modal Asing. Sistem pengawasan,
juga kertas kerja pemeriksaan berbasis excel
dan macro yang diceritakan pada awal tulisan ini
sebenarnya bersumber dari ketidaksukaannya

pada pekerjaan yang berulang. “Kalau suatu
pekerjaan bisa dilakukan secara automasi, saya
akan lakukan automasi.”

Direktorat Peraturan Perpajakan menjadi
tempat Iwan melanjutkan langkah. Ia
dipromosikan pada 1999 menjadi kepala seksi
pada subdirektorat PPN. Tidak banyak pegawai
yang bisa dipromosikan langsung ke kantor
pusat DJP. Hal ini menunjukkan kualitas yang
dimiliki seorang Iwan Djuniardi.

Setelah itu, pada 2002, ia dimutasi menjadi
Kepala Seksi PPN KPP Gambir Satu. Di tempat
itu, ia kembali berinovasi dengan membuat
aplikasi sistem manajemen pengawasan
terintegrasi (simpati). Aplikasi tersebut sempat

i

dipresentasikan di depan Hadi Purnomo,
direktur jenderal pajak saat. Sang Dirjen pun
berkomentar, “Saya tahu Gambir Satu canggih,
tapi saya tak menyangka secanggih ini.”

Baru dua tahun di KPP Gambir Satu, pria yang
naik haji pada 2003 ini kembali dimutasi. Kali ini, ia
menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
| KPP Madya Jakarta Pusat. Inovasi memang telah
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menjadi darahnya. la kembali membuat aplikasi
bernama compliance model mapping, cikal
bakal compliance risk management (CRM) yang
digunakan DJP saat ini.

Promosi menghampirinya pada 2006. la
diangkat menjadi Kepala Bidang Hubungan
Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il
Posisi tersebut hanya didudukinya selama enam
bulan. Setelah itu, pada 2007 ia dipercaya sebagai
Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi
Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya
Aparatur (KITSDA). Jabatan ini juga tak lama ia
emban. Pada tahun yang sama, pria tiga anak
ini dimutasi menjadi Kepala Bagian Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Pada 2011, usai membenahi bagian umum, ia
diamanahijabatan sebagai Kepala Subdirektorat
Pengembangan Penyuluhan Direktorat
Transformasi Proses Bisnis. lwan juga pernah
menduduki jabatan Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana pada 2013, sebelum akhirnya
mendapatkan promosi dan diangkat sebagai
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

Lumrahnya, seseorang akan senang saat
mendapatkan kenaikan jabatan, apalagi jabatan
eselon duayang selevel dengan jenderal bintang
satu pada militer. Namun, hal berbeda terjadi
pada lwan Djuniardi. “Saya menangis di depan
istri. Saya takut tak mampu,” tuturnya.

Hal pertama yang dilakukan penggemar
tenis meja ini sebagai direktur adalah belajar.
“Selama dua sampai tiga bulan pertama, saya
selalu datang jam enam pagi. Kebetulan ada
pegawai yang tidur di kantor. Tiap hari, dari
jam enam sampai jam delapan, saya belajar
segala sesuatu tentang IT,” cetusnya. Walaupun
mengaku bukan orang IT, ia tercatat sebagai
direktur IT terlama di DJP. “Saya jadi direktur di
Direktorat TIP, lalu TTKI (Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi), hingga TIP dan
TTKI dilebur menjadi direktorat TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi),” tuturnya. Karirnya
semakin moncer saat 4 Oktober 2021 kemarin,
ia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan
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Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
Iwan mengaku tak memiliki tip khusus dalam
menjalani karir. “Jangan pernah pamrih dan
setialah pada proses,” ujarnya. “Kalian jangan
seeing then believing, tapi harus believing
then seeing. Orang yang berpikir seeing than
believing akan selamanya menjadi follower.
Kamu harus believe dulu. Belajar, kamu yakini
sesuatu, curious tentang sesuatu, lalu wujudkan
walaupun belum ada benchmark-nya.”

“Untuk mewujudkan believing then seeing,
kalian harus belajar manajemen risiko, visioner,
juga data analytic. Ada empat kultur untuk bisa
mewujudkannya. Yang pertama harus customer
centric, memaksa otak kita untuk mengetahui
kemauan customer, juga belajar behaviour
customer. Yang kedua adalah mental data-
driven, menggunakan data dan teknologi untuk
leverage performance. Lalu, yang ketiga, jadikan
inovasi sebagai budaya sehari-hari, sebagaidarah
kita. Yang terakhir, embrace the risk, merangkul
risiko,” lanjutnya.

Pria yang tak pernah merasa menjadi pejabat
inijugamengatakan,terdapatduatipeorangsaat
menghadapi masalah. “Tipe pertama playing
victim. Orang